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ABSTRAK
Rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah terkait bagaimana 

mekanisme penyelesaian kasus tindak pidana penganiayaan di kepolisian, kedudukan 

Peraturan Polri sebagai dasar hukum penggunaan keadilan restoratif dan jenis-jenis 

tindak pidana penganiayaan yang dapat diselesaikan menggunakan pendekatan 

keadilan restoratif.

Dari penelitian ini didapatkan hasil bahwa mekanisme pendekatan restoratif  

sebagai pendekatan yang digunakan dalam penyelesaian kasus tindak pidana 

penganiayaan di kepolisian dilakukan pada tahap penyidikan dengan terlebih dahulu 

penyidik kepolisian mempertimbangkan apakah suatu tindak pidana penganiayaan 

memenuhi syarat materil yang ada dalam Perpol no 8 tahun 2021. Apabila suatu 

tindak pidana penganiayaan memenuhi syarat materil barulah ditawarkan kepada para 

pihak apakah ingin menyelesaikan perkara tindak pidana yang mereka hadapi melalui 

jalur litigasi atau menggunakan pendekatan keadilan restoratif. Dalam tahap ini 

pihak penyidik juga memberikan informasi terkait apa keunggulan penyelesaian 

menggunakan pendekatan restoratif justice dari pada penyelesaian masalah melalui 

jalur litigasi. Dan setelah itu apabila para pihak setuju untuk menggunakan 

pendekatan keadilan restoratif, maka pihak penyidik akan meminta para pihak untuk 

memenuhi syarat-syarat formil yang ada dalam Perpol no 8 tahun 2021, setelah

syarat-syarat formil tersebut terpenuhi maka pihak penyidik selanjutnya akan 

menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan atau SPPP dan diakhiri gelar 

perkara khusus, yang menandai bahwa kasus tindak pidana yang diselesaikan 

menggunakan pendekatan keadilan restoratif telah selesai.

Terkait kedudukan peraturan Polri dalam sistem perundang-undangan dan jenis 

tindak pidana penganiayaan yang dapat diselesaikan menggunakan pendekatan  

keadilan restoratif dari penelitian ini penulis berpendapat bahwa Peraturan Polri 

termasuk jenis peraturan perudang-undangan sesuai perluasan makna peraturan 

perudang-undangan yang ada dalam pasal 8 ayat 1 dan 2 UU no 12 tahun 2011, yang 

mana untuk kedudukannya setara dengan peraturan-peraturan yang dikeluarkan 

lembaga-lembaga lain seperti MA dengan PERMA dan Kejaksaan dengan PERJA.

Untuk tindak pidana penganiayaan yang seharusnya dapat diselesaikan menggunakan 

pendekatan keadilan restoratif berdasarkan penelitian ini adalah tindak pidana 

penganiayaan yang memenuhi syarat-syarat berdasarkan interpretasi sistematis antara 

lain yaitu, semua tindak pidana penganiayaan biasa terkecuali yang mengakibatkan 

kematian (Pasal 351 ayat 1 dan tindak pidana penganiayaan ringan (Pasal 352 KUHP)

dan tindak pidana penganiayaan berencana yang tidak mengakibatkan luka berat.

Kata Kunci: Tindak pidana penganiayaan, keadilan restoratif, Restorative Justice
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ABSTRAC
Issues that raised on this research is mechanism restoratif justice as approach that 

used to solve criminal act of persecution, position Indonesian Police Regulation on 

Indonesian rules sistem and Criminal act of persecution that can be resolve with 

Restorative Justice approach.

From this research author gained result that mechanism restoratif justice as 

approach that used to solve criminal act of persecution on Indonesian police is do on 

investigation phase, for the first phase officer will consider that criminal act can be 

solve or not with restoratif justice based on Indonesian Police Regulation number 8 of 

2021. If criminal act of torture fulfill materiel condition on that regulation, officer 

will offer to each side to solve the criminal act of persecution with  restorative justice 

approach of with litigation method. If each side agree, officer will ask to each side to 

fulfill formal condition of Indonesian Police Regulation number 8 of 2021, and after 

that officer will make  letter about investigation has been stop and end with special 

degree of matter, that  give sign criminal act of persecution is solve with restorative 

justice approach.

For the position Indonesian Police Regulation on Indonesian rules sistem, author 

gained result that a Indonesian Police Regulation is one of a Rules as appropriate with 

extended mean of rules that mention on Article 8 section 1 and 2 Law of Republic 

Indonesia number 12 of 2011 concerning making Rules, and for the position, an 

Indonesian Police Regulation equal with regulation that make by another organization 

like Supreme Court and Judiciary. Criminal act of persecution that can be resolve with 

restorative justice approach based on this research  is criminal act of persecution that 

fulfill condition based on systematic interpretations and the result of the systematic 

interpretation gained some of criminal act persecution can be solve with restorative 

justice approach is criminal act of persecution mention on article 351 paragraph a and

b, article 352, 353 KUHP, criminal act of persecution with plan, but not caused 

serious injury.

Key Word: Criminal act of persecution, Restorative Justice, Criminal act resolve.
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